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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 Aborsi adalah pengakhiran kehamilan sebelum masa getasi 28 minggu atau 

sebelum janin mencapai berat 1.000 gram. Di Indonesia, belum ada batasan resmi 

mengenai aborsi. Menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal 

dengan istilah “abortus” adalah pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur) 

sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Ini adalah suatu proses pengakhiran 

hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh.
1
 

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, abortus didefinisikan
2

 Sebagai 

terjadi keguguran janin; melakukan abortus sebagai melakukan pengguguran (dengan 

sengaja karena tak menginginkan bakal bayi yang dikandung itu) Secara umum istilah 

aborsi diartikan sebagai pengguguran kandungan, yaitu dikeluarkannya janin sebelum 

waktunya, baik itu secara sengaja maupun tidak.Biasanya dilakukan saat janin masih 

berusia muda (sebelum bulan keempat masa kehamilan)
3
 Menurut KUHP, aborsi 

merupakan:

                                                           
1
K. Bertens, Aborsi Sebagai Masalah Etika, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 

2001, hlm. 53. 
2
Badudu Js dan Sutan Mohammad Zain ,Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar 

Harapan, Jakarta, 1996.Hlm 278. 
3

Sulistyowati Irianto, Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang 

BerspektifKesetaraan Dan Keadilan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI 

Jaya, 2006,hlm. 521.
 

 



 
 

1. Pengeluaran hasil konsepsi pada setiap stadium perkembangannya sebelum 

masa kehamilan yang lengkap tercapai (38-40 minggu). 

2. Pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan (berat 

kurang dari 500 gram atau kurang dari 20 minggu). Dari segi medikolegal 

maka istilah abortus, keguguran, dan kelahiran prematur mempunyai arti yang 

sama dan menunjukkan pengeluaran janin sebelum usia kehamilan yang 

cukup. Melihat pada beberapa pengertian diatas, bahwa pada dasarnya 

mempunyai pengertian yang sama adalah mengakhiri kehidupan janin 

sebelum memasuki waktu yang cukup untuk lahir.
4
 

 Perdebatan mengenai aborsi di Indonesia akhir-akhir ini semakin ramai karena 

dipicu oleh berbagai peristiwa yang mengguncang sendi-sendi.kehidupan manusia. 

Kehidupan yang diberikan kepada setiap manusia merupakan Hak Asasi Manusia 

yang hanya boleh dicabut oleh pemberi kehidupan tersebut.Berbicara mengenai 

aborsi tentunya kita berbicara tentang kehidupan manusia karena aborsi erat 

kaitannya dengan wanita dan janin yang ada dalam kandungan wanita.
5
 Masalah 

aborsi saat ini sudah bukan merupakan rahasia lagi untuk dibicarakan, karena aborsi 

sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya sudah terjadi dimana-mana dan 

dilakukan oleh siapa saja, misalnya saja dilakukan oleh remaja yang terlibat 

pergaulan bebas yang awalnya berpacaran biasa, tetapi setelah lama 

                                                           
4
Adami Chajawi, Percobaan & Penyertaan (Pelajaran Hukum Pidana Bagian), Rajawali 

Pers, Jakarta, 2002, hlm. 73. 
5
Charisdiono.M. Achadiat, 2007, Dinamika Etika Dan Hukum Kedokteran, Buku Kedokteran, 

Jakarta, hlm. 12. 
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berpacaranmereka melakukan hubungan suami isteri, karena malu dan takut 

ketahuan, maka mereka menggugurkan kandungannya, dan dapat juga dilakukan oleh 

seorang isteri yang sudah menikah yang tidak mau dibebani tanggung jawab dengan 

lahirnya seorang anak, maka digugurkanlah anak dalam kandungannya tersebut.  

Kehamilan yang tidak direncanakan dapat juga terjadi akibat 

perkosaan.Perempuan yang mengalami kehamilan akibat perkosaan.
6

 akan 

menghadapi dampak yang lebih berat dan luas, antara lain dampak psikologis berupa 

depresi berat, dampak sosial berkaitan dengan status anak yang dilahirkan, status ibu 

dari anak tersebut dalam pergaulan hidup bersama masyarakat dan masih banyak 

dampak lainnya yang harus dipikul seorang perempuan yang hamil akibat perkosaan, 

misalnya, rentan terhadap penyakit kelamin, HIV dan sebagainya. 

Dalam ketentuan adanya Program keluarga berencana memiliki makna yang 

sangat strategis berencana memiliki makna yang sangat strategis, komprehensif, dan 

fundamental dalam mewujudkan manusia Indonesia yang sehat dan sejahtera. 

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan 

pembangunan keluarga menyebutkan bahwa keluarga berencana adalah upaya untuk 

mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kemahilan, 

melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai hak reproduksi untuk 

mewujudkan keluarga yang berkualitas.
7
 

                                                           
 

6
Achdiat, Dinamika Etika & Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman.C.M.2007, hlm 

122.
 

7
Hasnil Basri Siregar, Pengantar Hukum Indonesia , Penerbit Kelompok Studi Hukum dan 

Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan, 1994. hlm .53. 
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Banyak permasalahan baru muncul pada saat ini, yang mana hukumnya masih 

membuat bingung masyarakat akan hal itu. Diantara permasalahan yang baru muncul 

adalah Keluarga Berencana (KB), Aborsi, dan Telat Bulan (Menstrual regulation). 

Banyak dari masyarakat yang bertanya-tanya bagaimana hukum kb, aborsi, dan telat 

bulan. Bahkan  banyak dari mereka yang tidak mengerti apa yang dimaksud dengan 

kb, aborsi, ataupun telat bulan. 

Aborsi, Keluarga Berencana(KB) dan telat bulan semuanya merupakan cara 

untuk mencegah kehamilan. Akan tetapi aborsi dan telat bulan dilakukan saat si 

wanita terlanjur hamil dan ingin menggugurkan kehamilannya. Sedangkan KB 

dilakukan hanya untuk mencegah kehamilan saja dan akibatnya tidak akan terlalu 

fatal bagi pelakunya.
8
 

Hingga saat ini masih terjadi pro dan kontra maupun perdebatan yang tidak 

ada akhirnya, dari berbagai pihak yang mendukung aborsi maupun yang kontra 

aborsi. Dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia hak aborsi 

dibenarkan secara umum jika dulakukan karena adanya alasan atau pertimbangan 

medis atau kedaruratan medis, apabila dilakukan tidak bertentangan dengan hukum 

dan agama.
9
 Dengan kata lain, tenaga medis mempunyai hak untuk melakukan aborsi 

apabila dengan pertimbangan media atau keadaan darurat medis dilakukan untuk 

menyelamatkan nyawa ibu yang hamil. Dari latar belakang di atas, maka yang jadi 

permasalahan dalam karya tulis ini yakni bagaimana pertanggung jawaban yuridis 

                                                           
8
Anshor, Maria Ulfa, 2006, Fikih Aborsi, Jakarta: Kompas Media Nusantara, hal 378 

9
Hanafi, Ahmad, 1986, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang, hal 34 
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tindak pidana aborsi yang di lakukan oleh dokter, serta bagaimana penggolongan 

tindakan aborsi yang dilakukan oleh dokter menurut UU Kesehatan.
10

Oleh karna 

ruang lingkup penelitian ini adalah pada disiplin ilmu hukum, maka penelitian ini 

merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan “cara meneliti 

bahan pustaka” atau yang dinamakan “penelitian hukum yang normatif”.
11

 Hasil 

penelitian menunjukan bahwa Perundang-undangan Indonesia telah mengatur tentang 

aborsi dalam dua undang-undang yaitu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

(KUHP) dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Tindakan 

aborsi menurut kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) di indonesia 

dikategorikan sebagai tindakan kriminal. Setiap orang dilarang melakukan aborsi. 

Aborsi dapat dilakukan apabila ada indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat 

pemerkosaan. Selanjutnya menghadapi kasus abortus provocatus kriminalis, pihak 

kepolisian juga bekerja sama dengan pihak kedokteran, diamana banyak sekali para 

dokter-dokter tersebut demi mendapatkan materi mehalalkan tindakan abortus 

provocatus kriminalis.
12

 Dokter yang melakukan tindakan aborsi dapat dikatakan 

sebagai perbuatan pidana atau dapat digolongkan hidden crime. Setiap pelaku 

kejahatan abortus baik pelaku maupun orang yang turut serta membantu dalam tindak 

pidana aborsi dapat lebih diperberat lagi sehingga menimbulakan efek jera terhadap 

pelaku. Dalam hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggung jawab 

                                                           
10

Notoatmodjo, Soekidjo, 2010, Etika & Hukum Kesehatan, Jakarta: Rineka Cipta, hal256 
11

Moleong, Lexy. J, 1991, Metodologi Penelitian Normatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, 

hal 132 
12

Remmelink, Jan, 2003, Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana Indonesia). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal 396 
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yudiris akibat tindakan aborsi yang dilakukan dokter adalah apabila merupakan suatu 

perbuatan pidana maka harus melalui prosedur hukum yaitu hasil penyelidikan dan 

penyidikan dimana tindakan tersebut adalah tindakan pidana. Dalam Perundang-

undangan Indonesia, pengaturan tentang aborsi terdapat dalam dua undang-undang 

yaitu KUHP dan Undang-Undang Kesehatan. Bahwa dalam KUHP dan Undang-

Undang Kesehatan diatur ancaman hukuman melalui aborsi (penggugurann 

kandungan, tidak disebutkan soal jenis aborsinya), sedangkan aborsi buatan legal 

(terapetikus atau medisinalis), diatur dalam UU Kesehatan.  

 Analisi yuridis dalam penelitian skripsi ini, akan difokuskan pada perkara 

tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh petugas kesehatan/Dokter. Perbuatan 

Pidana yang dilakukan pada terdakwa dengan melakukan pengguguran kandungan 

terhadap korbannya dengan menggunakan obat-obatan dan peralatan medis (oprasi). 

Studi kasus dilakukan pada putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap 

atau inkracht van gewijsde.
13

 

 Seperti dalam Putusan Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg.
14

 bahwa Dr. Wim 

Ghazali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

“percobaam melakukan aborsi”. Dr. Wim Ghazali pada hari Selasa tanggal 05 

Desember 2017 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu 

dalam bulan Desember Tahun 2017, bertempat di Ruang Praker dr. Wim Ghazali di 

                                                           
13

Inkracht van gewijsde berarti telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat. 
14

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik indonesia. 2018. “Putusan PN 

PALEMBANG Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg 

Tahun2018”.https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/478b230d72ec7480e61fbebdd0cd1ac1 

https://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/478b230d72ec7480e61fbebdd0cd1ac1
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Yayasan Dr. Muhammad Ali Lantai 2 di Jalan Sudirman No. 102 Palembang atau 

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum 

Pengadilan Negeri Palembang, mecoba melakukan kejahatan dengan sengaja 

melakukan arborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

75 ayat (2), jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan  pelaksanaan dan 

tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya 

sendiri. 

 Contoh lainnya yaitu dalam studi Putusan Nomor 59 /Pid.B/2017/PN.Bna 

yaitu terdakwa Suci Mardha Bin Ansar antara tanggal 19 Desember 2015 sampai 

dengan tanggal 21 Desember 2015 sekira pukul 15.00 WIB serta Pukul 11.00 WIB 

atau setidak-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di rumah 

terdakwa di Jalan Lampoh Nipah Gampong Asoe Nanggroe Kecamatan Meuraxa 

Kota  Banda Aceh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam 

daerah perkaranya, dengan sengaja karena pengobatan itu mengobati seorang 

perempuan atau menyuruhnya supaya diobati dengan diberitahukan atau ditimbulkan 

harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, jika antara 

perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada 

hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan 

berlanjut, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan 

itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari 

kemauannya sendiri. 
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Oleh karena itu dalam penulisan ini penulis tertarik untuk meneliti dan 

mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah dengan judul :“ANALISIS YURIDIS 

TERHADAP PUTUSAN PENGADILANDALAM PERKARA PERCOBAAN 

TINDAK PIDANA ABORSI YANG DI LAKUKAN OLEH DOKTER” 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam 

penulisan karya ilmiah agar bisa diketahui proses suatu penulisan. Berdasarkan uraian 

singkat pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan 

yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu : 

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi 

pidana percobaan tindak pidana arborsi pada putusan nomor 

1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg dan putusan nomor 59/Pid.B/2017/PN.Bna? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap dokter dalam percobaan 

tindak pidana arborsi? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain:  

1. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam penerapan 

sanksi pidana percobaan tindak pidana arborsi pada putusan nomor 

1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg. 
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2. Mengetahui dan  menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap dokter dalam 

percobaan tindak pidana arborsi. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian yang dituangkan dalam skripsi ini diharapkan dapat 

bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia, 

terutama dapat menambah pengetahuan di bidang hukum pidana mengenai 

tindak pidana arborsi.Diharapkan skripsi ini dapat menambah pengetahuan 

dan memberikan gambaran yang nyata kepada kalangan masyarakat Indonesia 

mengenai dokter yang melakukan tindak pidana arborsi. 

2. Manfaat Praktis 

Skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi rekan mahasiswa, praktisi hukum 

terutama bagi advokat dan para hakim, pemerintah, serta masyarakat yang 

terlibat kasus dalam tindak pidana arborsi.Sehingga penegakkan hukum dapat 

dilakukan dengan sebaik-baiknya. 
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E. Kerangka Teori 

1. Teori Kebijakan Hukum Pidana 

Dalam konteks kebijakan hukum pidana (penal policy) menurut Marc Ansel, 

penal policyadalah : 

"Both science and art,of which the practical purposes ultimately are to anable 

the positive rules better formulated and to guide not only the legislator who 

has to draft criminal statutes, but the court by which they are applied and the 

prison administration which gives practical effect to the court's decision.”
15

 

“Suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis 

untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik 

dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, 

tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang, dan kepada 

penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.” 

Mulder menyatakan kebijakan hokum pidana dipadankan dengan 

strafrechtspolitiek, yang artinya sebagai garis kebijakan untuk menentukan:
16

 

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan 

diperbaharui. 

2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana. 

3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana 

harus dilaksanakan. 

Sudarto menyatakan bahwa penal policydiartikan sebagai usaha mewujudkan 

peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada 

                                                           
15

Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Kajian Terhadap Pembaharuan 

Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm. 9. 
16

Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum 

Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 3. 
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suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.
17

juga Sudarto menyatakan 

bahwa menjalankan politik (kebijakan) hukum pidana juga mengadakan pemilihan 

untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik, dalam arti 

memenuhi syarat keadilan dan daya guna.
18

 

Esensi teori kebijakan pidana yang dikemukakan Marc Ancel, A. Mulder dan 

Sudarto menunjukkan bahwa betapa luasnya ruang lingkup dari kebijakan (politik) 

hukum pidana (penal policy) secara sistematis dapat dirangkum menjadi tahapan 

seperti:
19

 

a. Kebijakan legislatif (formulasi) 

b. Kebijakan yudikatif (aplikasi) 

c. Kebijakan eksekutif (eksekusi) 

Teori ini relevan untuk membahas masalah pertama mengenai pengaturan dan 

mekanisme dari penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana percobaan aborsi 

yang di lakukan oleh dokter. 

2. Teori Pertimbangan Hakim 

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam 

menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan 

(ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga 

mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan 

                                                           
17

Ibid.,hlm. 10. 
18

Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 19. 
19

Barda Nawawi Arief, Makalah Penegakan Hukum dan Kebijaksanaan Penanggulangan 

Kejahatan, Citra Aditya, Bandung, 2001, hlm. 74. 
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hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim 

tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan 

hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.
20

 

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya 

pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu kan digunakan sebagai bahan 

pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling 

penting dalam pemeriksaan di persidangan.Pembuktian bertujuan untuk memperoleh 

kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna 

mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.Hakim tidak dapat menjatuhkan 

suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar 

terjadi, yakni dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak adanya hubungan hukum 

antara para pihak.
21

 

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat 

tentang hal-hal sebagai berikut:
22

 

a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal. 

b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut 

semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan. 

c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili 

secara satu demi satu sehingga hakim dapat memutuskan suatu perkara 

                                                           
20

Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama  Cet V, Pustaka Pelajar, 

Yogyakarta, 2004, hlm. 140. 
21

Ibid., hlm. 141. 
22

Ibid, hlm. 142. 
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3. Teori Penerapan Sanksi 

Dalam prakteknya, penerapan  sanksi  pidana  penjara  ternyata  tidak hanya 

melingkupi pembatas hak-hak tertentu dari pelaku, akan tetapi aspek pembalasan, 

penjeraan hingga pengrehabilitasian terdapat didalamnnya. Begitu pula di dalam 

pidana mati, maka bukan hanya unsur pembalasan yang diterapkan tetapi juga unsur 

prevensi secara umum disamping unsur incapacitation terdapat di dalamnya. 

Sehingga tidak cukup hanya satu teori saja yang diterapkan di dalam penerapan 

sanksi pidana, tetapi dalam prakteknya penerapan suatu teori akan terkait pula dengan 

teori lainnya, sehingga dalam prakteknya penerapan sanksi pidana tidak hanya 

berlakubagi satu teori saja tetapi juga berlaku bagi teori lainnya. Menurut eva achjani, 

dalam perumusan suatu sanksi pidana atau penerapannya tidak pernah ada 

penyebutan bahwa tujuan itu merupakan cerminan dari satu teori tertentu, seperti 

pendapat Packer, yang menyatakan bahwa pidana merupakan suatu kebutuhan yang 

juga merupakan bentuk kontrol sosial yang disesalkan, karena mengenakan derita atas 

nama tujuan-tujuan yang pencapaiannya merupakan suatu kemungkinan.
23

Karenanya 

dalam praktek, perumusan tujuan pemidanaan merupakan kombinasi antara satu teori 

dengan teori lainnya. 

Selanjutnya Muladi menyatakan, bahwa masalah pemidanaan menjadi sangat 

kompleks sebagai akibat dari usaha untuk memperhatikan faktor-faktor yang 

menyangkut hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan 

                                                           
23

 Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, Refika Aditama, 

Bandung, 2006, hlm. 28. 
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fungsional.Untuk ini diperlukan pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar 

terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat 

individual maupun keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan 

pemidanaan yang dapat mepengaruhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-

kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (individual and social demages).
24

 

Teori integratif ini didukung oleh Stanley Grupp yang menyatakan, bahwa 

kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang 

terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu 

pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai 

dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori tertentu serta 

kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-

persyaratan tertentu.
25

 

 

F. Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup penelitian yang akan penulis teliti adalah terkait kasus tindak 

pidana percobaan melakukan aborsi yang dilakukan oleh dokter pada Kasus Putusan 

Nomor 1106/Pid.Sus/2018/PN.Plg. (percobaan melakukan aborsi) yang menyalah 

gunakan kekuasaan/jabatan yang diberikan serta penyelesaian perkara tersebut di 

                                                           
24

Dewi Asri, Upaya Penanggulangan Pelanggaran Kesusilaan di Dalam Peraturan Daerah 

Dihubungkan Dengan Tujuan Pemidanaan di Indonesia, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2015, 

hlm. 121. 
25

 Dwidja Priyanto, Op. Cit., hlm. 27. 
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peradilan pidana di Indonesia, serta memahami putusan-putusan yang diberikan oleh 

hakim pada putusan tersebut. 

 

G. Metode Penelitian  

1. Tipe Penelitian 

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah dilakukan secara yuridis 

normatif.Penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif inimerupakan penelitian 

yang dilakukan dan ditujukan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang topik yang penulis angkat,
26

 kemudian melihat kesesuaian antara hal yang 

ditentukan dalam peraturan hukum dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang ditunjang 

dengan penelitian empiris.
27

 

2. Pendekatan Penelitian 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Penelitian hukum ini mengunakan pendekatan perundang-undangan (statute 

approach). Pendekatan perundang-undangan atau statute approach adalah 

pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi 

yang bersangkut  paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
28

 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

                                                           
26

Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, 

Jakarta, 1994, hlm.97 
27

Bambang Wahyu, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm 15. 
28

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2009, 

hlm. 93. 
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Penelitian ini juga menggunakan pedekatan konseptual atau Conceptual 

approach. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan pemahaman terhadap 

doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum yang 

dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab 

permasalahan dalam penelitian. Doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan akan 

memperjelas ide-de dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep 

hukum maupun asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian 

hukum.
29

 

Penulis melakukan pendekatan konseptual ini dengan melakukan pemahaman 

dan penelitian pada doktrin -doktrin, pandangan-pandangan, asas-asas, teori-teori 

dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum. 

c. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Selain pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, 

penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus, dimana kasus yang telah penulis 

uraikan dalam latar belakang masalah, dan pendekatan perundang-undangan yang 

berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini,
30

 serta pendekatan konsep 

bertujuan  untuk mempelajari atau melihat pandangan-pandangan dan doktrin yang 

berkembang dalam ilmu hukum.
31

 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

                                                           
29

Ibid., hlm. 95. 
  

30
Jhony Ibrahim, Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, Banyu Media, 

Malang, 2006, hlm. 295.
 

31
Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:  Rajawali Press. 

2010, hlm. 90. 
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Dalam penelitian ini, sumber hukum yang digunakan adalah: 

1. Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti 

Peratran Prundang-undangan, dan Yurisprudensi diantaranya: 

a. Norma dasar Pancasila; 

b. Peraturan Dasar Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 Amandemen Ke-IV; 

c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

e. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan  

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer antara lain:Literatur atau hasil penulisan yang 

berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal 

ilmiah;Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para 

pakar; Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur 

yang dipakai. 

3. Bahan Hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti 

kamus (hukum), ensiklopedia, dan lain-lain. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini didasarkan pada 

bahan hukum kepustakaan.Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan 

penelusuran bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 
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tersier. Penelitian kepustakaan ini akan mambahasdan menganalisis data dengan 

pendekatan secara kualitatif yaitu dengan melakukan uraian secara naratif dari buku-

buku literatur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif, yaitu suatu 

tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang 

dinyatakan responden tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan 

dipelajari sebagai tujuan yang utuh.
32

 

Penggunaan analisis data yang bersifat kualitatif dikarenakan data yang 

terkumpul merupakan data-data yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara 

berupa informasi dan responden yang kemudian dihubungkan dengan literatur-

literatur yang ada, teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan,selanjutnya 

mencari jalan permasalahannya dengan menganalisis dan akhirnya menarik 

kesimpulan untuk memperoleh hasilnya.
33

 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan yang digunakan merupakan hasil akhir penelitian 

disusun sesuai dengan tujuan penelitian.Kesimpulan yang dimaksud merupakan 

jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan dan penelitian yang dikemukakan 
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Soerjono Soekanto dan Sri Pamuji.Penelitian Hukum Normatif. CV Rajawali, Jakarta, hlm. 
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secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian.Dalam penulisan ini 

mengunakan teknik penarikan kesimpulan yaitu deduktif-induktif.
34

 

Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu 

dengan cara berfikir mendasar pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik 

kesimpulan secara khusus. Proses berfikir secara idukatif itu sendiri adalah cara 

mengambil kesimpulan yang di awali dari fakta atau data khusus berdasarkan hasil 

penelitian lapangan, setelah mendapatkan hasil dari pengamatan di lapangan atau 

pengalaman empiris. Data dan fakta hasil dari pengamatanempiris di susun, di kaji, 

dan di olah untuk di tarik maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang 

bersifat umum.
35
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 Beni Achmad Saehani, Metode Penelitian Hukum, Bandung, Pustaka Setia, 2009, hlm. 96. 
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